BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 /PER/M.KUKM/IV/2017
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu diatur
pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai
di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 106);



Menetapkan
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8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang
Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1313) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor
12/PER/M.KUKM/XI/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang
Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1785);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor O08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil
Negara yang berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau
ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian
susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal
tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat
persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai
dasar penggajian.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan
kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan
terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
kelas jabatan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan
pelayanan administrasi, manajemen kebijakan
pemerintahan, dan pembangunan yang terdiri dari
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan

Pelaksana.
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Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan oleh Menteri bagi
Pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja
sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas-
tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat.

Kehadiran Pegawai adalah kehadiran Pegawai untuk
melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab
dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan
tanda kehadiran sesuai dengan ketentuan melalui mesin
kehadiran elektronik.

Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai adalah sistem
pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai oleh
Biro Umum sebagai bahan dalam melakukan
pengukuran kinerja Pegawai dan penjatuhan hukuman
disiplin Pegawai.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang Aparatur Sipil Negara.

Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh
setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya
mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang
dipimpinnya.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan
dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari cuti
tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena
alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara.

Tugas Kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh
pegawai untuk jangka waktu tertentu berdasarkan
penugasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.
Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada

Pegawai untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma,
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17.

18.

(1)

(2)

(3)

(4)

Sarjana, Pascasarjana, dan Doktoral baik di dalam
maupun di luar negeri.

Disiplin adalah perilaku Pegawai untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis
dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui

oleh atasan langsung.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan kinerja diberikan kepada:

a. aparatur sipil negara;

b. calon aparatur sipil negara;

c. aparatur sipil negara/Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang
dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah; dan

d. staf khusus menteri.

Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan.

Tunjangan kinerja bagi Calon Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan

sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

Kelas Jabatan dan Dbesarnya tunjangan Kkinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3

Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:

a.
b.

Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

Pegawai yang diberhentikan wuntuk sementara atau
dinonaktifkan;

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai Aparatur Sipil Negara;

Pegawai  yang diperbantukan/dipekerjakan pada
badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan
pensiun;

Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan
negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai
dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan
banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara;

Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat; dan

tenaga honorer/tenaga tidak tetap/pegawai pemerintah

non pegawai negeri.

Pasal 4

Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang diatur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat

merangkap jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan
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pengawas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, hanya diberikan satu tunjangan kinerja.

Pasal 5

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dihitung berdasarkan penilaian atas kehadiran dan

capaian kinerja.

(2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan kehadiran bulanan.

(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan nilai realisasi kerja bulanan.

(4) Persentase komponen penentu besaran tunjangan kinerja
terdiri atas:
a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kehadiran; dan

b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk capaian kinerja.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian atas kehadiran dan
capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur
dengan Petunjuk Teknis Sekretaris Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang

bersangkutan.

Pasal 8

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah,

tetap mendapatkan tunjangan kinerja.
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Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. izin;

b. cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena
alasan penting, dan cuti besar;

c. tugas kedinasan; dan

d. tugas belajar dan/atau izin belajar.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf
a dibuktikan dengan surat permohonan izin sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
[-a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor
07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Hari Kerja dan Jam
Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 12/PER/M.KUKM/XI/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014
tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan
penting, dan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:

a. surat keterangan dokter;

b. surat keterangan rawat inap; dan/atau

c. surat keterangan cuti.

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:

a. surat tugas;

b. instruksi dinas/disposisi/memorandum; dan/atau

c. undangan terkait kedinasan yang disetujui oleh

atasan langsung paling rendah kepala sub bagian
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tata usaha satuan organisasi.

(4) Tugas belajar dan/atau izin belajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dibuktikan

dengan surat tugas belajar atau surat izin belajar.

Pasal 10

Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 terhitung mulai tanggal 1 September 2016.

BAB III

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

(1) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang
sebelum waktunya dikenakan pemotongan tunjangan
kinerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5%
(lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk

kerja.

Pasal 12

Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan
pemotongan tunjangan kinerja dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan

Lampiran II Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
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Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Hari
Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 12/PER/M.KUKM/XI/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Hari Kerja dan
Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah dikenakan pemotongan tunjangan kinerja

sebagai berikut:

a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan

tidak diberikan tunjangan kinerja selama 1 (satu) bulan;

b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
tidak diberikan tunjangan kinerja selama 2 (dua) bulan;

dan

c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

tidak diberikan tunjangan kinerja selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

(1) Pegawai yang sengaja meninggalkan ruang Kkerja
dan/atau kantor tanpa persetujuan atasan langsung
dikenakan pemotongan tunjangan kinerja dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung mulai dari paling lama
keterlambatan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
pemotongan tunjangan kinerja jika atasan langsung
menyampaikan surat keterangan kepada Bagian

Kepegawaian.
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Pasal 15

Pegawai yang tidak mengisi capaian kinerja setiap bulannya

dan/atau tidak mencapai nilai minimal capaian kinerja

dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut :

a. pencapaian kinerja dengan nilai 76 (tujuh puluh enam)
sampai dengan 100 (seratus) tidak dikenakan

pemotongan tunjangan kinerja; dan

b. pencapaian kinerja dengan nilai kurang dari 76 (tujuh

puluh enam) atau tidak mengisi capaian Kkinerja
dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 30%

(tiga puluh perseratus).

BAB IV

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 16

(1) Pegawai wajib mengisi capaian kinerja harian yang
diakumulasikan setiap bulan.

(2) Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan
langsung Pegawai sebelum tanggal 2 bulan berikutnya.

(3) Apabila penilaian Kinerja Pegawai tidak dapat dilakukan
oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh
pejabat setingkat lebih tinggi.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus
untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 28
Desember.

(5) Penilaian capaian kinerja harian diberikan atas realisasi
kerja terhadap SKP yang diakumulasikan setiap bulan.

(6) Penilaian kinerja Pegawai setiap bulan dilakukan melalui

sistem SKP.
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BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEHADIRAN

Pasal 17
Rekam kehadiran dilakukan secara elektronik dan
manual.
Rekam kehadiran secara manual dilakukan apabila:
a. sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan
dan/atau tidak berfungsi;
b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran
secara elektronik;
c. sidik jari dan rekam wajah tidak terekam dalam
sistem kehadiran elektronik; atau
d. terjadi keadaan kahar (force majeure).
Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d merupakan suatu kejadian yang
terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan
tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam dan

terjadinya kerusuhan.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan hari kerja dan jam

kerja, dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan

berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum
waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu
keterlambatan; dan

b. tidak ada bukti kehadiran masuk kerja dan/atau
bukti pulang kerja, dihitung sebagai ketidakhadiran
masuk kerja.

Terlambat masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit

dapat diganti sesuai dengan waktu keterlambatan pada

saat jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah mengenai hari dan jam kerja.
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Pasal 19
Kepala Biro, Inspektur, dan Sekretaris Deputi pada
masing-masing unit kerja melakukan rekapitulasi bukti
alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Rekapitulasi Daftar Hadir dan capaian Kinerja Pegawai
digunakan sebagai bahan dalam melakukan perhitungan

Tunjangan Kinerja Pegawai.

Pasal 20

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil
Negara, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan
banding  administratif ke Badan = Pertimbangan
Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya
meringankan pegawai maka tunjangan kinerja yang
bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan

pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhitung mulai berlaku pada bulan
berikutnya sejak ditetapkannya keputusan penjatuhan

hukuman disiplin.

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari
jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak
yang berwajib, tidak diberikan tunjangan kinerja selama

masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari
jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak
yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
dinyatakan tidak bersalah maka tunjangan kinerja
dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya
pada saat pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah

melaksanakan tugas.
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(5) Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai yang telah dilakukan
perhitungan pemotongan tunjangan kinerja dan
kemudian dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 maka terhadap Pegawai yang
bersangkutan diberlakukan pemotongan tunjangan

kinerja berdasarkan hukuman disiplin.

(6) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan
kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih
ringan atau lebih berat maka terhadap Pegawai yang
bersangkutan diberlakukan pemotongan tunjangan

kinerja sebagai berikut:

a. dipotong sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang

pertama; dan

b. dipotong kembali sesuai dengan jenis hukuman
disiplin yang Dberikutnya setelah selesainya

pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1624) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
06/PER/M.KUKM/III/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
10/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi

Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
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dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 420), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada

diundangkan.

tanggal
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



2017, No.609 18-

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR JPER/M.KUKM/IV/2017

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA BAGI PFEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

TUNJANGAN KINERJA PEGAWALI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

No KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1 2 3

1 17 Rp. 26.324.000,00
2 16 Rp. 20.695.000,00
] 15 Rp. 14.721.000,00
4 14 Rp. 11.670.000,00
a 13 Rp. 8.5362.000,00
1] 12 Rp. 7.271.000,00
T 11 Rp. 3.183.000,00
2] 10 Rp. 4.551.000,00
9 9 Rp. 3.781.000,00
10 ] Rp. 3.319.000,00
11 7 Rp. 2.928.000,00
12 4] Rp. 2.702.000,00
13 ] Rp. 2.493.000,00
14 4 Rp. 2.330.000,00
15 3 Rp. 2.216.000,00
16 2 Rp. 2.089.000,00
17 1 Rp. 1.968.000,00

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA



PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT
MASUK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

-19-

LAMPIRAN II

2017, No.609

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR JPER/M.KUKM/IV/2017

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KOPERASI

MENENGAH

DAN USAHA KECIL DAN

TINGKAT LAMA PERSENTASE PENGURANGAN
KETERLAMBATAN KETERLAMBATAN
(TL)
1 2

TL 1 1 menit s.d 30 menit
(Bila tidak mengganti waktu
keterlambatan sebagaimana
ketentuan Pasal 18 ayat 3)

TL 2 31 menit s.d 60 menit

TL 3 61 menit s.d 90 menit

TL 4 Lebih dari 90 menit

dan/fatau tidak
mengisi daftar hadir

masuk kerja

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

AAGN. PUSPAYOGA

www.peraturan.go.id



2017, No.609 20.

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR JPER/M.KUKM/IV/2017

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
AKIBAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

TINGKAT PULANG LAMA PULANG SEBELUM PERSENTASE
SEBEELUM WAKTUNYA WAKTUNYA PENGURANGAN

(PSW)

1 2 3
PSW 1 1 menit s.d 30 menit 1
PSW 2 31 menit s.d 60 menit 1.5
PSW 3 61 menit s.d 90 menit 2
PSW 4 Lebih dari 90 menit dan/atau

tidak mengisi daftar hadir 2,5
pulang

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PER/M.KUKM IV /2017

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA ALASAN YANG SAH DI LINGEKUNGAN

KEMENTERIAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO

ALASAN YANG SAH

FERSENTASE PENGURANGAN

B

3

Izin

2% (dua perseratus untuk tiap 1 (satu) hari tidak

masuk kerja

Cuti tahunan

Tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja

2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak

3 | Sakit masuk kerja setelah hari ketiga tidak masuk kerja
yang dibuktikan surat keterangan dokter
Dikenakan pemotongan tunjangan kinerja pada

4 | Cuti berzalin komponen capaian kinerja sebesar 30% (tiga puluh
perseratus)
2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak

6 | Gugur kandungan masuk kerja setelah hari ketiga tidak masuk kerja
yang dibuktikan surat keterangan dokter

7 | Cuti alasan penting 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak
masuk kerja setelah hari ketiga tidak masuk kerja

8 | Cut besar Tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja

Tugas kedinasan,
9 Tidak dilakukan pemotongan tunjangan kinerja.

Tugas belajar, dan
Izin belajar

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR JPER/M.KUKM/IV/2017

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
AKIBAT MENINGGALKAN RUANG KERJA/KANTOR
TANPA PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

TINGKAT LAMA MENINGGALKAN PERSENTASE
MENINGGALKAN RUANG KERJA PENGURANGAN
RUANGAN KERJA (MREK)

1 2 3
MRK 1 1 menit s.d 180 menit 2,5
MRK 2 180 menit s.d 360 menit ]

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

www.peraturan.go.id



